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ABSTRAK 

Penggelapan yang dilakukan oleh debt collectormelanggar Pasal 374 KUHP. Salah 

satu kasus yang dilakukan olehdebt collector yaitu penggelapan terhadap dana 

nasabah  Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dhana Ceswara di Lamongan. Rumusan 

masalah 1) Bagaimanakah penerapan pidana pada penggelapanyang dilakukan oleh 

debt collector terhadapdana nasabah bank pada perkara No: 

104/Pid.B/2014/PN.Lmg) 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam  

menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan yang dilakukanoleh debt collector 

terhadap dana nasabah bank pada perkara No:104/Pid.B/2014/PN.Lmg). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder 

berupa Putusan Pengadilan, Peraturan Undang-Undang dan Data diperoleh dengan 

studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan: 

1) Penerapan pidana pada penggelapanyang dilakukan oleh debt collector 

terhadapdana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg)hakim hanya 

memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa 

dalam artian lebih sedikit dari pada tuntutan dari JPU yakni selama 2 (dua) tahun 

penjara,2) Pertimbangan hakim pada penggelapan yang dilakukan oleh debt collector 

terhadap dana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg) telah sesuai 

dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim sependapat dengan dakwaann 

yang JPU berikan yaitu dalam Pasal  374 jo Pasal 64 (1) KUHP. 

Kata Kunci :  Penerapan, Pidana, Penggelapan, Debt Collector 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, 

pemeriksa, penagih, pengumpul. Debt collector adalah kumpulan orang atau 

sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga 

yang menyewa jasa mereka.Debt collector merupakan pihak ketiga yang 

menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam penagihan kredit, penagihan 

tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah 

termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.1Debt collector 

dipercaya oleh pihak bank sebagai penagih dana kredit kepada nasabah karena pihak 

bank ingin menyelamatkan aset dalam perusahaan yaitu piutang pada nasabah. 

Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari 

kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan 

mengerti hukum atas tindakan tersebut, namun kejahatan ini tetap saja terjadi tidak 

hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang  terpandang yang seharusnya 

menjadi panutan pun ikut terjerumus dalam kasus ini. 

Pengertian pengelapan dapat dilihat pada Bab XXIV, Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana terdapat 5 pasal yaitu Pasal 372 sampai 

Pasal 376. Kemudian menurut Pasal 372 KUHP disebutkan: 

                                                             
1Masrudi Muchtar, 2013,Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Aswaja 

Pressindo, Yogyakarta, hlm 1 



 

“Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang 

seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya 

bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan 

pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-

tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.” 

 

Menurut R. Soesilo  penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama 

dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang 

yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” 

sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si 

pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Sedangkanmenurut Lamintang, tindak pidana 

penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh 

seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan 

hukum2. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan penggelapan sebagaimana 

ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut merupakan pengelapan biasa, dimana tindak 

pidana suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng,  menyalahgunakan 

kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan 

perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.Sementara itu 

pengelapan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatannya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 374 KUHP, dimana disebutkan “pengelapan yang dilakukan oleh orang 

yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena 

mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” 

Pengelapan karena jabatan sebagaimanaPutusan Pidana No: 

104/Pid.B/2014/PN.Lmg. Kasuspenggelapan yang dilakukan oleh terdakwa “AS” 

                                                             
2P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Kejahatanan Terhadap Harta 

Kekayaan, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 22 



 

yang bekerja sebagai debt collectorsuatu perusahaan bank yang bertugas melakukan 

penagihan terhadap debitur yang terlambat membayar angsuran hutang. Dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa diberi wewenang untuk turun kelapangan 

menemui debitur secara langsung dengan membawa kartu pinjaman dan angsuran dan 

menerima pembayaran dari para debitur untuk dilaporkan atau disetorkan sebagian 

dari pembayaran-pembayaran para debitur tersebut kepada perusahaan bank. 

Faktanya terdakwa tidak pernah melaporkan atau menyetorkan tiap-tiap angsuran 

yang diberikan debitur dan malah uang yang disetorkan oleh debitur tersebut 

digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Atas perbuatannya tersebut terdakwa 

telah merugikan perusahaan kurang lebih Rp. 58.004.900,00 (lima puluh delapan juta 

empat ribu sembilan ratus rupiah). Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana 

dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa 

ditahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membuat karya tulis dalam 

bentuk skripsi dengan judul “PENERAPAN PIDANA PADA 

PENGGELAPANYANG DILAKUKANOLEH DEBT COLLECTOR 

TERHADAP DANANASABAH BANK (Studi Perkara No : 

104/Pid.B/2014/PN.Lmg)” 

 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimanakah penerapan pidana pada penggelapanyang dilakukan oleh debt 

collectorterhadapdana nasabah bank pada perkara No: 

104/Pid.B/2014/PN.Lmg)? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan putusan tindak 

pidana penggelapanyang dilakukanoleh debt collectorterhadapdananasabah 

bank pada perkara No:104/Pid.B/2014/PN.Lmg)?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan pidana pada penggelapanyang dilakukanoleh 

debt collector terhadapdana nasabah bank pada perkara No: 

104/Pid.B/2014/PN.Lmg. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 

pidana penggelapan yang dilakukanolehdebt collectorterhadapdana nasabah 

bank pada perkara No:104/Pid.B/2014/PN.Lmg. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian 

yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 



 

sepertiperaturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat 

berupa pendapat para sarjana.3 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa : 

a. Bahan hukum  primer yaitu  bahan hukum yang mengikat berupa  peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan, yaitu : 

1) Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana 

3) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 7 Tahun 1992 tentangPerbankan. 

4) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Lmg 

b. Bahan hukum  sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer.4 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.5 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi dokumen yaitu 

pengumpulan data dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

                                                             
3Ronny Hanitijo Soemitro,1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, 

hlm10  
4Ibid, hlm 12. 
5Ibid, hlm 12. 



 

primer. Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-

dokumen hukum yang mendukung objek penelitian dan penelusuran bahan hukum. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


